
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang­ 
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan 
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

1. Mengingat 

bahwa untuk mendukung kelancaran Kegiatan 
Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, 
Pengaduan Masyarakat dan Kasus Di Lingkungan 
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu diberikan 
Honorarium kepada Tim Bantuan 
Penyidikan/Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Bagi 
Penegak Hukum, yang besarannya ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati; 

Menimbang 

BUPATI PURWAKARTA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BESARAN HONORARIUM TIM BANTUAN PENYIDIKAN/PENGHITUNGAN 
KERUGIAN NEGARA/DAERAH BAGI PENEGAK HUKUM DI LINGKUNGAN 

INSPEKTORAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA 

NOMOR W0 TAHUN 2019 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 
2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Tahun 2019; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Pedoman Tatacara Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata 
Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat 
Kabupaten/ Kota; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ten tang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4890); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 8 tahun 2009 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 



Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini 
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Purwakarta Tahun Anggaran 2019. 

Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan nilai 
tertinggi. 

Pasal 4 

1. Penanggungjawab Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) 
2. W akil Penanggungjawab Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima 

puluh ribu rupiah) 
3. Pengendali Teknis Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu 

rupiah) 
4. Ketua Tim Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima 

puluh ribu rupiah) 
5. Anggota Tim Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) 

Pasal 3 

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan pada saat 
melaksanakan tugas Bantuan Penyidikan/Penghitungan Kerugian 
Negara/Daerah Bagi Penegak Hukum Di Lingkungan Inspektorat Daerah Tahun 
Anggaran 2019, dengan perincian sebagai berikut: 

Pasal 2 

Honorarium diberikan kepada Tim yang melaksanakan tugas Bantuan 
Penyidikan/Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Bagi Penegak Hukum Di 
Lingkungan lnspektorat Daerah Tahun Anggaran 2019. 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM 
TIM BANTUAN PENYIDIKAN/PENGHITUNGAN KERUGIAN 
NEGARA/DAERAH BAGI PENEGAK HUKUM DI 
LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2019 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 
Tahun 2018 ten tang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 
9); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 
9); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1); 
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u 
Drs. H. IYUS PERMANA, MM 

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 NOMOR br- 

Diundangkan di Purwakarta 
pada tanggal b War.et- .201~ 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPA N PURWAKARTA, 

Ditetapkan di Purwakarta 
pada tanggal G, M tU1.l- ~1:j 

f-BUPATI PURWAKARTA, ,fa.- 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. 

Pasal 5 
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